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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421.1/ o023 / 04/ DIKBUDPORA/2026

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK RUMAH LOMBOK MULTICULTURAL
SCHOOL
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DUSUN TELUK DALEM DESA MEDANA KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan
Menteri pendidikan dan kebudayaan Repoblik
Indonesia No.36 Tahun 2014 pasal 10 angka (3) huruf
d dan berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan
Hasil Verifikasi dan Evaluasi Nomor : 421.1/ 03 /04/
DIKBUDPORA/2026 menyatakan sekolah PAUD TK
RUMAH LOMBOK MULTICULTURAL
SCHOOL,dipandang  telah memenuhi criteria
kelayakan dan persyaratan untuk diberikan  izin
mendirikan satuan pendidikan;

b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan
pembinaan serta memberikan kewenangan kepada
satuan PAUD TK RUMAH LOMBOK MULTICULTURAL
SCHOOL, dipandang perlu menerbitkan penetapan
Izin pendirian sekolah PAUD TK RUMAH LOMBOK
MULTICULTURAL SCHOOL Dusun Teluk Dalem Desa
Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok
Utara;

c. Bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan keputusan,Kepala Dinas pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lombok Utara tentang Pemberian permohonan Izin
Operasional,Penyelenggaraan  Pendidikan  satuan

PAUD TK RUMAH LOMBOK MULTICULTURAL
SCHOOL;

Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
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undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
g:rﬂz:;itgrk:an gDm:rzslh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Lerubaran WC8 -ybah beberapa kali terakhir
sebagai mana telah diu Aate 8510
dengan Undang-Undang Nomo¥ e 3 sl »
tentang Perubahan ke2 atas Undang-undang omor
23 Tahun 2014 tentang Pemel"mtah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 201_4
Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia
or 5679);
E(I)l?ang-und)ang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Setandar Nasiona 1
Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 45,tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);
PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemeritah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah  Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tantang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lf:mbaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 17  Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan(
Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan
l;cmhar:m Negara Nomor 5157);
:::::.j:::;;::} p‘i‘;“-:"fl:lul1 Nomor 18 Tahun 2016 tentang
o 151(11:;:} ”(U Lembaran  Negara  Republic
e om N(‘g‘ll"lR‘“ l.(’ Numm‘. 114, tambahan
Boratittan M‘ ¢ ‘ _LPUIIR !n‘duncsm Nomor 5887);
¢ entert Pendidikan Nasional Republik

:?d;’llfli_b‘slil'l‘lnmur 16 Tahun 2007 tentang Standar
uahllikasi Akademik dan Kompetensi Guru;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan;

i idi dayaan Republik
12 Menteri Pendidikan dan kebu 1b
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian

Satuan Pendidikan Anak Usia} Dini
13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang

i didikan Anak Usia Dini
Standar Nasional Pendi B A ek iayaen

14 Peraturan Menteri Pendi
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang

andar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

15 gttaraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor
15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok UtaraTahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);

16 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Ta.hun.
2021 tentang Kedudukan dan Susunan Orgamsgs;
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara ( Berita
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor

17);

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PAUD TK RUMAH
LOMBOK MULTICULTURAL SCHOOL PROGRAM TAMAN
KANAK-KANAK (TK) DUSUN TELUK DALEM DESA
MEDANA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK
UTARA.

Penetapan Izin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan pada
satuan PAUD TK RUMAH LOMBOK MULTICULTURAL
SCHOOL Dusun Teluk Dalem Desa Medana Kecamatan
Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
berkewajiban :

1. Men){el'enggarakan proses kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:

2. Mengirim lapor bulan secara berkala sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

3. Dalam melaksanakan pelayanan proses
penyelenggaran Pendidikan dilaksanakan

) T Py . )

, }?fint.,aw(mm‘ dan pengendalian pemerintah;

; f.lll'i perasional penyelenggaran pendidikan berlaku
sclama 3 Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan
Izin tersebut;

5. 1zin operasion: . . '
oleh gfhlhlmml Pendidikan dapat dicabut kembali
Olahra md&', Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan

Ra Kabupaten Lombok Utara apabil adalam




KETIGA

KEEMPAT

. Apabila terdapat ke

n  Pendidk
roses elayanan penyelenggaraa ki
?erdapat P penyimpangan terhadap ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

keliruan dalam keputusan ini akan di
adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal,14 Januari 2026 M
21 Rajjab 1447 H

2 s
fH.Muhammad Najib, S.Pd.M.Pd.
Pembina Utama Muda, 1V /c
NIP. 19701231 199512 1 023

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

Lok

Bupati Lombok Utara;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara; ’

Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara




